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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis memahami Pasal 7 ayat
(3e) yang terkesan memberi kelonggaran terjadinya pernikahan yang tidak
disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk mengajukan isbat nikah setelah
berlakunya UUP, termasuk apakah nikah sirri dibawah umur atau nikah sirri
poligami. Melalui pembacaan perkara demi perkara isbat nikah pada Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghasilkan data sebagai
berikut: perkara isbat nikah tahun 2014-2016 di Pengadilan Agama Yogyakarta
berjumlah 13 perkara yang diterima, diantaranya: 7 dikabulkan dan 6 dicabut.
Untuk perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari, semua berjumlah 310
perkara: 305 dikabulkan, 2 dicabut, 1 gugur dan 2 dicoret dari register. Pengadilan
Agama Wates sebanyak 21 perkara yang masuk, diantaranya: 18 dikabulkan, 2
dicabut dan 1 ditolak. Pengadilan Agama Sleman seluruhnya berjumlah 94
perkara yang diterima, meliputi: 72 dikabulkan, 16 dicabut, 2 gugur 2 ditolak dan
2 dicoret dari register. Pengadilan Agama Bantul berjumlah 53 perkara yang
diterima, diantara: 46 dikabulkan, 2 gugur, 4 dicabut dan 1 ditolak. Dengan
demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan tentang isbat
nikah dalam praktik di Pengadilan Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan
pendekatan sosiologi hukum dengan teori Sistem hukum Lawrence M. Friedman
terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah substansi, struktur dan kultur.
Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research) dengan data primer observasi dan wawancara, selain itu didukung data
sekunder berupa buku-buku dengan tema yang terkait.

Penelitian ini menemukan bahwamengungkap beberapa kenyataan bahwa
Terdapat 2 tipologi pandangan Hakim dalam memahami perkara isbat nikah di
Pengadilan Agama se-DIY. Pertama, Pemahaman konservatif demi kemaslahatan,
Kedua, Pemahahaman ketat terhadap berlakunya Hukum Negara. Secara umum,
praktik isbat nikah di Pengadilan Agama se-DIY telah dilakukan sesuai ketentuan
yang ada. Namun dalam kasus tertentu seperti perkara isbat nikah dalam kasus
nikah sirri dibawah umur dan nikah sirri poligami terlihat para Hakim belum tegas
dalam memberikan penilaian di persidangan saat pembuktian. Dalam menerapkan
ketentuan perkara isbat nikah dalam praktiknya, para Hakim yang memiliki
pemahaman konservatif demi kemaslahatan telah menyimpangi dalam pendekatan
kepastian hukum atau pendekatan formal demi tercapainya kemaslahatan,
sementara untuk pemahaman Hakim yang ketat terhadap hukum negara
dipengaruhi oleh pengalaman mereka yang belum pernah menangani kasus isbat
nikah sirri poligami. Meskipun demikian rata-rata para Hakim telah menempuh
pendidikan tinggi. Selain pendidikan dan pengalaman dalam mempengaruhi
penetapan Hakim, ada faktor dari masyarakat, diantaranya: faktor ekonomi
masyarakat, faktor budaya nikah sirri dan faktor desakan masyarakat atas
kebutuhan diajukan isbat nikah. Dengan adanya penelitian ini mampu
memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap Hakim sekaligus memberikan
kontribusi bagi pemerintah kaitannya dengan tata kelola agar dapat mengurus
masalah-masalah hukum perkawinan terutama mengenai ishat nikah dengan baik.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987

A. Konsonan Tunggal
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hamzah apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis
Ditulis
C. Ta’ marbdtah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Ditulis
Ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis h.

ditulis

[ =]

H

3. Bilata’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

ditulis

“

D. Vokal pendek

fathah a
fa’ala

i
zukira
u

kasrah

dammah

yazhabu
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E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis
ditulis
ditulis

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”’.



Ol Al ditulis Al-Qur’an
Al ditulis Al-Qiyas

2. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

¢ Lol ditulis As-Sama’
ERA] ditulis Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

w25 AN 9 ditulis Zawi al-fur(id
asud) Jal ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku al-Hijab

¢. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.



MOTTO

“Penghargaan tertingei untuk kerja keras
seseorang bukanlah apa yang 1a hasilkan, akan
tetapt bagaimana 1a dapat berkembang

karenanya”
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KATA PENGANTAR
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi hidayah dan karunia-Nya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik
meskipun dalam perjalanannya telah melewati berbagai fase. Namun penulis
meyakini bahwa dari peralihan fase tersebut akan melahirkan sebuah
perkembangan yang lebih baik dalam hal ilmu pengetahuan. Sungguh, hal tersebut
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terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para

sahabat, dan para pengikutnya.
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secara mandiri melainkan ada dukungan dan dorongan penuh dari berbagai pihak.

Oleh karenanya, penulis sampaikan banyak terimaksih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan
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Penulis,

Sugeng Yuliono, S. H. 1.
NIM: 1520310111

Xiv



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt e e I
PERNYATAAN KEASLIAN ...ttt I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..ot ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ...t iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.........coooiiiiiiieitieseee e %
ABSTRAK ............. L. 8. W o B & BH . . ... Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ... Vil
IMOTTO bbb e s b e e nnes XI
KATA PENGANTAR ..ttt naa e Xii
DAFTAR ISL. .ottt e nee e XV
BAB 1 :  PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah ..............cccccoviieiiene i, 1
B. POKOK Masalah ...........cccoceiiiiiiiiiic e, 9
C. Tujuan dan Kegunaan.............ccceevueieeieereeiieseese e e e 9
D. Telaah Pustaka............cccoveeiiiiiiicccec e 10
E. Kerangka TeoritiK........ccccceevviiiiiiiiiiie e 16
F. Metode Penelitian..........ccccoeiieieiie i 20
G. Sistematika Pembahasan..............cccovvevieiiieiiivie i, 24
BAB Il : PERNIKAHAN, NIKAH SIRRI DAN ISBAT NIKAH......... 27
A. Pengertian Pernikahan .............cccooeiviiiiiiiccc e 27
B. Rukun dan Syarat Pernikahan...............c.ccccoocevieiiieinenee. 31
C. NIKaN SIFTT oo 45
1. Pengertian Nikah Sirri........cccccccoveeiiiiiiiiieicic e, 45
2. Dasar Hukum Nikah Sirri........ccccccooviviiiiiicie e 51
D. Isbat NiKah..........ccooiiiieiiccec e 60
1. Pengertian Isbat Nikah.............cccccooviiiiiiiiiicc, 60
2. Dasar Hukum Isbat Nikah ..........cccccooeveviiiiiciiccc e, 64

BAB IIl : SIKAP DAN PEMAHAMAN HAKIM PENGADILANAGAMA
SE-DIY DAN DATA ISBAT NIKAH ..., 72

XV



A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa

YOQYAKANA ......eoveeieeniiieec e 72
1. Gambaran SingKat ..........ccocoviiiiiiieee e 72
a. Pengadilan Agama Yogyakarta ............cccccvevrveiennen. 72
b. Pengadilan Agama Bantul .............ccccooniiiiiicnn 73
c. Pengadilan Agama Sleman...........ccccoovvriniiinienen, 75
d. Pengadilan Agama Wonosari ..........c.cccevvevverieieennnnn 79
e. Pengadilan Agama Wates............cccoevevveveieereiiinnnnnn 81
B. Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Se-DIY ................... 83
1. Nikah Sirri Secara UmUmM........cccoeivieeiiiieiiiee e, 83
2. Nikah Sirri Di Bawah UMur.........cccccoevviivieeiiiec i, 88
3. Nikah Sirri Poligami.........cccooeviiiiiiiiiiiiccecce e 89
C. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Se-DIY Terhadap
Ketentuan Isbat NiKah..........cccoceeiviiiiii e, 91
1. Pemahaman Konservatif Demi Kemaslahatan ................ 93
2. Pemahaman Ketat Terhadap Hukum Negara. .................. 99
BAB IV : SIKAP DAN LANDASAN HAKIM DALAMPENYELESAIAN
ISBAT NIKAH ... 101
A. Isbat Nikah dalam Kasus yang Sesuai dengan Ketentuan .. 101
B. Isbat Nikah dalam Kasus Nikah Sirri di Bawah Umur ....... 113
C. Isbhat Nikah dalam Kasus Nikah Sirri Poligami .................. 119
D. Alasan Sosiologis Sikap Hukum Hakim dalam Perkara Isbat
NTKAN L. 130
BABV : o N L 1 1 139
A, KeSIMPUIAN ... 139
B. SAran-Saran ........cccccceeeveieiiiiiiiiiiiei e 142
DAFTAR PUSTAKA ..ttt sibr s e e sabrrraee s 143
LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Terjemahan Arab
Pedoman wawancara
Surat Bukti Wawancara
Surat Izin Penelitian
Penetapan Isbat Nikah
Curriculum Vitae

ok wbdE

XVi



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki komitmen
tinggi dalam membuat aturan demi kesejahteraan dan kemaslahatan warga negara,
mulai manusia itu lahir sampai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh
pewaris (meninggalnya seseorang) diatur oleh negara. Hukum yang masih hangat
untuk dibahas dan dikaji adalah hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga Islam
terus diterapkan karena dianggap sebagai identitas kemusliman seseorang atau
masyarakat tertentu atau bahkan negara. Dalam perkembanganya, meskipun
masalah keluarga merupakan masalah pribadi namun membutuhkan intervensi
pemerintah dalam penyelesaiannya. Hal tersebut diketahui seiring dengan adanya
pembaharuan yang dinamakan kodifikasi, usaha-usaha pembaharuan kemudian
muncul terhadap aturan-aturan hukum keluarga yang diadopsi dari pandangan-

pandangan ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.

Menurut Amin Summa sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Radjafi?
pernah mengatakan bahwa hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum

keluarga, khususnya mengenai hukum perkawinan yang ditandai dengan

! Lihat Ziba Mir Hosseini, Marriage on Trial, A Studu of Islamic Family Law: Iran and
Marocco Compared ( London: I.B. Tourist & Co Ltd, 1993), lihat juga Alimin dan Euis
Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia (Tangerang Selatan: Orbit
Publishing, 2013), him. 2.

2 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana
Publishing, 2015), him. 59.



perkawinan Adam as. dengan Hawa. Kemudian mengalami perubahan dan
perkembangan, dalkukan oleh anak-anak Nabi Adam as. secara kontinyu sampai
pada ajaran Nabi Muhammad saw, yakni Islam yang disebut sebagai bagian dari

sunnah-nya.

Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia telah beradaptasi sejak lama,
yakni sejak agama Islam diterima dan dianut oleh masyarakat Indonesia dan sampai
menjadi agama masyarakat. Mula-mula masyarakat menerapkan berdasarkan
hukum adat yang diyakini, sejak kedatangan Islam ke pulau Nusantara, hubungan
antara hukum adat dan hukum Islam banyak dilihat sebagai sarana untuk
penyempurna hukum adat itu sendiri. Bahkan terlihat ketika usaha-usaha dakwah
Islam sangat kuat tidak ada perlawanan yang dikomandani oleh pengurus adat atau
masyarakat pada umumnya. Pada perkembangan berikutnya hukum agama justru

dilihat sebagai bagian dari hukum adat.®

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota
keluarga yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang
meninggal maupun karena terjadi perceraian.* Perkawinan merupakan pertalian
yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.®> Dalam realitas

masyarakat tujuan diadakan pernikahan terkadang sudah mulai hilang, sehingga

3 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), him. 63

4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan | (Yogyakarta: ACAdeMIA+TaZZAFA,
2010), him. 8

5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Inrtemasa, 2000), him. 23.



pernikahan tersebut justru menimbulkan hal-hal yang negatif akibat tidak

memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Adakalanya hanya merujuk pada aturan tentang syarat dan rukun
berdasarkan fikih tidak merujuk pada ketentuan Undang-undang Perkawinan,
biasanya perkawinan semacam ini disebut nikah sirri,® padahal nikah sirri sangat
rentan merugikan pihak suami atau istri terutama tidak terpenuhinya hak-hak
wanita dan anak-anak. Menurut hukum Islam klasik (Fikih), suatu pernikahan
dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu, adanya
calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari pihak
calon wanita, adanya dua orang saksi, sighat akad nikah, yaitu ijab dan gabul.’
Adapun syarat-syarat pernikahan, misalnya: seorang wali hendaklah laki-laki,
muslim, baligh berakal dan syarat ijab-gabul harus dengan kalimat yang jelas,
selaras dan berkesinambungan antara wali yang menyerahkan (ijab) dan calon

suami yang menerima (gabul).®

Menilik pada aturan yang ada dalam fikih klasik tentang syarat dan rukun
pernikahan tidak ditemukan aturan mengenai pencatatan nikah. Namun seiring
perkembangan zaman dan persoalan semakin kompleks perlu adanya pembaharuan
pencatatan nikah sebagai solusi atas pesoalan yang muncul di permukaan. Beberapa

negara muslim di dunia telah menerapkan aturan tentang pencatatan nikah dalam

®Ibid., him. 17

Zain al-Din bin Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in bi sharh qurrah al-‘Ain (Beirut:
Al-Jaffan dan Al-Jabi, tt), him. 452.

8Ibid., him. 452.



Undang-undang Perkawinan, hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan
pentingnya pencatatan nikah.® Akan tetapi bentuk aturan yang terapkan berbeda
antara satu negara dengan negara muslim lainnya sesuai dengan kondisi
masyarakat. Ada pencatatan pernikahan sebagai syarat keabsahan pernikahan dan
ada pula hanya sebagai syarat administratif dan kepastian hukum. Seperti halnya
dalam Muslim Family Law Ordinance tahun 1961, Pakistan mengharuskan
pencatatan perkawinan. Bagi yang melanggar dikenakan hukuman 3 bulan.
Selanjutnya, dalam UU Yordania No. 61 tahun 1976 mengharuskan adanya
pencatatan perkawinan dan yang melanggar akan dihukum baik memepelai maupun

pegawai dengan hukuman pidana.'®

Di Indonesia Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU yang
pertama mengatur tentang pencatatan nikah. Sebelumnya sudah ada UU No. 22
tahun 1946, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Awalnya
UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU
No. 32 Tahun 1954 yang kemudian disahkan tanggal 26 Oktober 1954, UU No. 22
Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan kata
lain bahwa dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 berarti UU No. 22 Tahun 1946
berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

bahwa tujuan pencatatan nikah dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawali

® Khoruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), him. 1

O1bid., him. 345



Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.!’ Namun
ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum?'? dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.?

Sehubungan dengan pencatatan nikah yang telah diatur sedemikian tegas,
KHI (Kompilasi Hukum Islam) memperkenalkan atauran yang diperuntukkan bagi
mereka yang telah melangsungkan pernikahan belum tercatat atau tersahkan oleh
negara, sehingga dikhawatirkan terjadi masalah dikemudian hari. Peraturan yang
dimaksud adalah isabat nikah (pengesahan nikah). Akan tetapi solusi ini tidak serta
merta digunakan dengan sebebas-bebasnya karena ada batasan-batasan yang harus
diperhatikan untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) lIshat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;

11 pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

12 Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

13 Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta
nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”



d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau sitri,
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.

Konstruksi aturan isbat nikah diatas sekilas terlihat jelas ada batasan-
batasan yang memang mengarah kepada ketidakbolehan untuk mengajukan
permohonan ishat nikah secara bebas. Akan tetapi bila dilihat secara cermat pada
Pasal 7 ayat (3e) terkesan terjadi kekaburan dalam memahami perkara yang dapat
disibatkan. Redaksi Pasal tersebut adalah “isbat nikah dapat diajukan sepanjang
pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan”. Tentu Pasal tersebut dapat difahami kebolehan untuk
mengajukan perkara isbat nikah setelah diberlakukan No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

Dengan demikian pada Pasal 7 ayat (3e) memberikan kelonggaran
terjadinya pernikahan yang tidak disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk
mengajukan permohonan isbat nikah setelah diberlakukan UU No.1 tahun 1974,
termasuk apakah isbat nikah mencakup pernikahan sirri dibawah umur berdasarkan
ketentuan UU Perkawinan (laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun)*
dan nikah sirri pada poligami. Sebab dalam hal ini, penulis menemukan beberapa

kebijakan Majelis Hakim tentang penetapan isbat nikah sirri yang masih di bawah

14 pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ‘“Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”



umur dan poligami, yaitu penetapan isbat nikah sirri di bawah umur pada PA
Amuntai Kalimantan Timur Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Amt yang di daftarkan
pada tanggal 10 September 2015, penetapan isbat nikah sirri di bawah umur pada
30 Maret 2011 yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bangkalan dengan Nomor: 91/Pdt.P/2011/PA.BKI. Penetapan isbat nikah poligami
Pada tanggal 11 Mei 2012 yang di daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Magetan dengan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt dan penetapan isbat
nikah poliogami pada tanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan kepada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa No0.0030/Pdt.G/2012/PA Amb.

Pada dasarnya isbat nikah boleh dilakukan bagi mereka yang melakukan
nikah sirri untuk dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan mendapatkan
bukti autentik dan berimplikasi pada adanya kepastian hukum, akan tetapi untuk
mengajukan isbat nikah ada syarat-syarat yang harus diperhatikan meskipun aturan

tersebut tidak disebutkan secara gamblang.

Hukum materiil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta
doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut didalam kitab figih

maupun dalam Kitab-kitab hukum lainnya.!® Dalam praktiknya, para Hakim

15 Sutandyo Wignyosubroto, Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan masalah
(Malang: Bayumedia Publishing, 2008), him. 126.



menetapkan isbat nikah dengan interpretasi yang beragam dengan tujuan
kemaslahatan, sehingga isbat nikah dengan kondisi tertentu dapat dijadikan sebagai
cara untuk menetapkan perkawinan secara sah meskipun hal itu bukan termasuk
kategori perkawinan yang dapat disahkan.’®* Namun demikian, Hakim sebagai
penegak hukum yang menggunakan otoritasnya dalam memberikan kebijakan
terkadang tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada, melainkan dengan
interpretasi masing-masing sesuai dengan keyakinan Hakim dan realitas kehidupan
masyarakat, tidak terbelenggu pada rumusan Undang-undang. Sebagaimana yang
telah disebutkan oleh penulis, bahwa ada beberapa penetapan Hakim dalam
memberikan kebijakan dalam menetapkan isbat pada nikah sirri dibawah umur dan

isbat nikah pada poligami.

Untuk perkara isbat nikah di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat cukup
banyak, hal ini dapat diketahui melalui penelusuran dan pembacaan perkara demi
perkara isbat nikah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menghasilkan data sebagai berikut: perkara isbat nikah tahun 2014-2016 di
Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 13 perkara yang diterima, diantaranya: 7
dikabulkan dan 6 dicabut. Untuk perkara isbat nikah di Pengadilan Agama
Wonosari, semua berjumlah 310 perkara: 305 dikabulkan, 2 dicabut, 1 gugur dan 2
dicoret dari register. Pengadilan Agama Wates sebanyak 21 perkara yang masuk,
diantaranya: 18 dikabulkan, 2 dicabut dan 1 ditolak. Pengadilan Agama Sleman

seluruhnya berjumlah 94 perkara yang diterima, meliputi: 72 dikabulkan, 16

16 Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebagai Solusi?,”
MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, him. 262.



dicabut, 2 gugur 2 ditolak dan 2 dicoret dari register. Pengadilan Agama Bantul
berjumlah 53 perkara yang diterima, diantara: 46 dikabulkan, 2 gugur, 4 dicabut

dan 1 ditolak.t’

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
berkaitan tentang “Isbat Nikah dalam Praktik Di Pengadilan Agama Se-Daerah

Istimewa Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan
masalah yang diteliti, yaitu:
1. Bagaimana pemahaman dan sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY terkait
dengan ketentuan isbat nikah?
2. Apakah praktik isbat nikah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada?
3. Bagaimana penerapan ketentuan Isbat nikah dalam praktik di Pengadilan

Agama se-DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Mendeskripsikan pemahaman dan sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY
terkait dengan ketentuan isbat nikah.
b. Mendeskripsikan ketentuan isbat nikah yang telah dirumuskan dalam KHI

sekaligus mengetahui praktik Hakim dalam melaksanakan aturan tersebut.

17 http://infoperkara.badilag.net diakses pada tanggal 10 April 2017.
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c. Mendeskripsikan alasan Hakim dalam menetapkan isbat nikah ketika keluar
dari aturan perundang-undangan.
2. Kegunaan
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak
yang terkait langsung agar dapat memberi tambahan wawasan keilmuan
tentang ketentuan isbat nikah yang sesuai dengan aturan yang ada.
b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga terkait
dengan persoalan isbat nikah.
c. Memeberikan temuan baru kepada para Hakim agar dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan sekaligus dapat
dijadikan rumusan untuk menciptakan aturan yang memberikan rasa

keadilan.

D. Telaah Pustaka
Pembahasan tentang tentang isbat nikah sudah bukanlah persoalan yang
baru. Sebenarnya penelitian tentang isbat telah banyak dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya. Telah banyak ditemukan dalam sebuah koleksi perpustakaan, seperti:
skripsi, tesis, jurnal, buku-buku dan lain-lain. Beberapa karya yang dapat

ditemukan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Mawardi,*®Nuril

18 Imam Mawardi, “Putusan Isbat Nikah PA Bantul tahun 2000-2005,” tesis, tidak
diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
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Farida Maratus,'® Rima Hidayati,?® Rahmat Jatmika,?* Gusti Fajerina Fauziyati,?
Alimin dan Euis Nurlaelawati,?® Irwan Masdugi,?* Wawan Gunawan Abdul
Wahid® dan Nurul Huda Agung Setiawan.?® Penelitian yang dilakukan oleh Imam
Mawardi, Nuril Farida Maratus merupakan penelitian kepustakaan (Library
Research) yang fokus membahas tentang alasan dan dasar hukum Hakim dalam
menetapkan isbat nikah. Dalam karya ini diungkapkan bahwa isbat nikah
merupakan peristiwa hukum yang sangat penting karena merupakan proses

penetapan atau pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum didaftarkan di

19 Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta Periode 2013-2014,” tesis, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015.

2 Rima Hidayati, “Alasan-alasan Isbat Nikah di PA Wonosari Tahun 2011-2012,” tesis,
tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

2l Rahmat Jatmika, “Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi
terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Isbat Nikah),” skripsi, tidak diterbitkan,
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunankalijaga Yogyakarta, 2012.

22 Gusti Fajerina Fauziyati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah di
Pengadilan Tigaraksa Tahun 2014)”, skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

23 Euis Nurlaelawati dan Alimin, Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia,
Tangerang Selatan: ORBIT PUBLISHING, 2013.

2% Trwan Mashdugi, “Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul
Masail PWNU Yogyakarta,” MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli 2013,
him. 187-200.

%5 Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah: Analisis Magashid Asy-Syari’ah,” MUSAWA: Jurnal Studi
Gender dan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, him. 215-236

% Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah
Terhadap Pelaksanaan Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi
Kasus Di Pengadilan Agama Malang),” skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin
Sunankalijaga Yogyakarta, 2012.
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Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, Hakim selaku pemegang keputusan
memiliki peran yang sangat penting dalam mengabulkan atau menolak perkara.
Bukan hanya sebagai pelaku hukum namun terlebih mampu menciptakan hukum
dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan realitas sosial yang ada di
masyarakat. Ditegaskan, Hakim dalam memutuskan sudah memberi rasa keadilan.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Mawardi dan Nuril Farida
Maratus, peneliti lainnya seperti: Rima Hidayati, Rahmat Jatmika dan Gusti
Fajerina Fauziyati dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field
Research).

Diungkapkan dalam penelitian yang di lakukan olen Rahmat Jatmika
tentang Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari dengan
tujuan menjelaskan alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam
menetapkan isbat nikah, menjelaskan bahwa para Hakim memberikan penetapan
isbat nikah dengan mengacu pada Pasal 7 Ayat (3) e Kompilasi Hukum Islam, yang
berbunyi: Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian, isbat
nikah yang diajukan secara massal dapat ditetapkan dan tidak bertentangan dengan
hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan. Adapun penelitian yang
dilakukan oleh Alimin dan Euis Nurlaelawati tentang Potret Administrasi
Keperdataan Islam di Indonesia, dalam penemuannya diungkapkan bahwa anatara
pihak Pengadilan Agama maupun KUA memahami ketentuan kewenangan isbat
nikah secara baik, dan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik pula. Beberapa

responden dari Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa isbat nikah merupakan
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kewenangan Pengadilan Agama, sehingga pihaknya tidak memberikan pelayan
tertentu. Namun pada kasus-kasus tertentu adanya koordinasi antar lembaga (KUA,
Pengadilan Agama) yang kurang baik dan kerancuan aturan juga membuat
administrasi bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan dan praktik isbat
nikah. Isbat nikah yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama,
namun dalam praktiknya ada beberapa KUA yang turut serta membantu melakukan
pencatatan nikah yang pernikahannya telah berlangsung sebelumnya. Disebutkan
dalam bukunya, ada 2 kepala KUA yang mengakui bahwa pihaknya terkadang
melakukan “ijtihad” untuk melakukan isbat nikah pada pasangan yang diyakini
telah melakukan pernikahan yang secara agama. Tampak ada kontestasi

kewenangan antara dua lembaga tersebut.

Tidak kalah penting pembahasan tentang isbat nikah yang ditulis oleh Irwan
Mashdugi, menjelaskan bahwa penyebutan nikah yang tidak dicatatakan atau tidak
resmi dalam fatwa-fatwa kontemporer ulama Timur Tengah disebut sebagai nikah
al-‘urfi atau zawaj al-‘urfi bukan nikah sirri. Sementara yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat Indonesia, praktik nikah yang tidak dicatatakan atau
dirahasiakan disebut nikah sirri. sebanarnya nikah yang dihadiri kedua mempelai,
wali, dua saksi dan dicatatkan sesuai dengan adat setempat tetapi tidak dicatatkan
secara resmi oleh KUA dapat dikatakan dengan istilah nikah al-urfi, namun istilah
nikah al-urfi tersebut secara bahasa berarrti pernikahan yang telah mentradisi di
kalangan masyarakat. Di Indonesia, pencatatan resmi hanya sebagai aturan untuk
menertibkan administrasi dan memberi kepastian hukum namun tidak menjadi

keabsahan pernikahan. Selama tidak aturan pencatatan nikah sebagai bentuk
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keabsahan pernikahan maka yang menjadi tantangan adalah menata kembali aturan
yang masih adanya keruwetan tentang isbat nikah di Indonesia. Hal tersebut
diketahui dalam Pasal 7 Ayat (3) yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama
dalam mengesahkan isbat nikah sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974,
sedangkan banyak sekali pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama bagi mereka
yang melakukan pernikahan belum tercatatkan setelah diberlakukan UU No. 1
tahun 1974. Melihat problematika demikian, isbat nikah memang harus menjadi
sarana yang dibutuhkan dan sekaligus perlu adanya aturan yang tegas bagi pasangan
yang melakukan permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
dan Hakim dalam konteks ini perlu selektif untuk menetapkan isbat nikah, sebab
isbat nikah akan sangat berpeluang dijadikan sebagai alat untuk membuka lebar

perniakahan sirri dan poligami.

Berbeda dengan karya Irwan Mashduqgi, Wawan Gunawan Abdul Wahid
menjelaskan pandangan-pandangannya yang tertuang dalam karyanya bahwa nikah
sirri yang seringkali dianggap sesuai dengan agama perlu untuk diluruskan lagi
karena secara faktual pernikahan sirri menyisakan persoalan yang dapat merugikan
salah satu pihak pasangan bahkan anak-anak pun ikut terlibat. Dalam persoaloan
seperti ini dapat dikategorikan sebagai darar. Tidak hanya berhenti pada nikah sirri
saja, namun aturan tentang isbat juga terkadang menjadi persoalan yang dilematis.
Isbat nikah yang dikatakan sebagai langkah untuk membantu pihak-pihak yang
belum tercatatkan dan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari justru menjadi
persoalan baru. Hal ini muncul karena pada suatu situasi ada pihak-pihak yang

diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan, sebagai contoh: isbat nikah pada
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pernikahan pertama mungkin tidak menjadi masalah, namun apabila yang
dilakukan isbat nikah pada poligami maka akan memunculkan persoalan bagi
lainnya. Kemunculan ini ketika istri yang pertama telah dinikahi secara resmi
dengan kehidupan yang bercukupan baik kasih sayang maupun materi namun
dengan adanya poligami, istri pertama yang sah dapat mengalami kerugian dalam
hal apapun. Oleh karena itu, hendaknya seorang Hakim ketika menerima,
memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah untuk melakukan pertimbangan dan
kajian yang mendalam. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka orang
akan berpoligami dengan melalui ishbat nikah agar pernikahan yang dilakukan
menjadi legal dengan tanpa mengindahkan peraturan yang telah diatur dan sudah

ada prosedurnya

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas telah memberikan
pemahaman terhadap pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan
dalam masalah yang terkait dengan isbat nikah. Tentu dalam penelitian tersebut
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khusunya dalam
pengembangan hukum dan kajian sosial di Indonesia, bagaimana seharusnya
penegak hukum bersikap dan hasil kebijakannya dapat dikritisi dan dianalisa agar
setelahnya dapat mempertimbangkan lebih mendalam dan matang agar tercapai

sebuah keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Namun demikian, terdapat celah dalam kajian pengembangan dan sosial
yang perlu diteliti dengan mengarah kepada penelitian yang berbeda, sehingga

celah-celah yang kosong akan terisi dengan baik dan pengembangan ilmu
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pengetahuan mengalami kemajuan dengan adanya penelitian-penelitian yang
mengandung unsur kebaruan. Fokus penelitian ini adalah penerapan aturan tentang
isbat nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Se-DIY dengan melihat bahwa aturan
isbat nikah itu sendiri belum terciptanya kejelasan terkait dengan kategori nikah
sirri yang seperti apa boleh dilakukan permohonan isbat nikah. Dikhawatrikan
pertimbangan yang ada hanya memberikan kemaslahatan bagi pemohon pada saat
itu saja (lingkup kecil) dan tidak memberikan kemaslahatan secara umum (lingkup

besar).

. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan
yang berlaku?’, isbat nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat atau
tidak punya akta nikah. Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama
merupakan langkah untuk menjaga dan melindungi hak-hak suami dan istri yang
sebelumnya pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan

kekuatan hukum tersebut jika terjadi sengketa dapat dilakukan upaya hukum.

Namun sejarah hukum permohanan isbat nikah tersebut hanya
diperuntukkan bagi masyarakat yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan memandang

27 pPasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1975 “Tiap-tiap perkawinan dicacat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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bahwa setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya Undang-undanng
tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-undang
Perkawinan bahwa “Untuk perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini
berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. Kewenangan
tersebut juga sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang No. 3
Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006
dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu
kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan
adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.?®

Kemudian kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan semakin
luas bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang
terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka dapat
melakukan permohonan isbat nikah, hal tersebut berdasarkan Pasal 7 Kompilasi

Hukum Islam;

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) lIshat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan:
f. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
g. Hilangnya akta nikah;
h. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
I. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974 dan;

Zywww.hukumonline.com diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
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j. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974;

4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau sitri,

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.

Melihat aturan isbat nikah diatas, maka sebenarnya berbagai peluang untuk
mengajukan isbat nikah setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
sangat terbatas pada ketentuan KHI, khususnya pada Pasal 7 Ayat (3e) yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sepanjang tidak memiliki halangan
atau larangan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, maka
sebenarnya ada ruang yang cukup bagi mereka yang melangsungkan pernikahan
setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk mengajukan
permohonan isbat nikah, akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan secara detail
mengenai pernikahan yang dimaksud, apakah nikah sirri yang masih dibawah umur
atau poligami dapat diajukan isbat nikah. Mengingat pada faktanya banyak sekali
perkara isabat nikah yang masuk ke dalam lingkungan Pengadilan Agama. Seperti
Sebanyak 109 pasangan suami istri yang menikah siri mengikuti sidang isbat nikah
di Kantor Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur.?° Dan 17 pasangan suami istri
nikah sirri di Lebong Selatan, Bengkulu.*® Oleh karenanya, Hakim sebagai salah
satu pejabat kekuasaan ke-Hakim-an yang melaksanakan proses peradilan

mempunyai tanggung jawab besar terhadap lahirnya kebijakan baik hasilnya berupa

2http://netcj.co.id/moment/video/127338/109-pasutri-ikuti-sidang-isbat-nikah-massal
diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/08/24/17-pasangan-sidang-isbat-nikah-
massal/ diakses pada tanggal 11 Maret 2017.


http://netcj.co.id/moment/video/127338/109-pasutri-ikuti-sidang-isbat-nikah-massal
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/08/24/17-pasangan-sidang-isbat-nikah-massal/
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/08/24/17-pasangan-sidang-isbat-nikah-massal/
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putusan atau penetapan®!. Kebijakan yang dihasilkan oleh Hakim idealnya tidak
menimbulkan masalah-masalah baru dilingkungan masyarakat. Artinya kualitas
kebijakan Hakim sangat berpengaruh terhadap kebiwaan dan kredibilitas

pengadilan itu sendiri.®?

Dengan demikian dalam menetapkan isbat nikah, seorang Hakim harus
mampu memberikan kebijakan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan, bukan malah menjadi persoalan baru di masyarakat. Meskipun itu
susah untuk mewujudkanya namun setidaknya Hakim mampu untuk memberikan

penetapan yang dapat menjamin hak-hak suami atau istri atau bahkan anak-anak.

Sistem hukum terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah substansi,
struktur dan kultur.®® Substansi berupa peraturan-peraturan dalam sistem hukum,
sedangkan struktur merupakan isnstitusi penegak hukum yang mencakup para
Hakim dan para penegak hukumnya dan kultur merupakan kebudayaan yang terjadi

di masyarakat.

Dalam kajian ini, sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, meliputi;
substansi hukum yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan tentang isbat

nikah, sedangkan struktur yang dikaji adalah aparat penegak hukum, berkaitan

31 Benny Riyanto. “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri”, Jurnal Hukum Yustisia, vol. 74, Mei-Agustus, 2008, him. 52

32 Fance M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Putusan Hakim di Peradilan Perdata” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, him.
481.

33 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif IImu Sosial, alih bahasa M. Khozim
(Nusa Media: Bandung, 2013), him. 15-16.
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dengan kajian ini adalah Hakim Pengadilan Agama di DIY dan kajian kultur
masyarakat, dalam hal ini apakah isbat nikah digunakan sebagai cara untuk

mencatatkan pernikahan sirri dalam bentuk apapun.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang turun langsung atau berada
langsung ke dalam lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan
diperbaiki atau disempurnakan.®* Dalam penelitian ini informasi dan data
diperoleh dari Hakim dan arsip Pengadilan Agama se-DIY. Adapun sifat
penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran umum
secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan yang sedang
berkembang dan sedang berlangsung sebagai pengaruh dalam membuat produk
hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.**Tujuan
penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap dan pemahaman Hakim
Pengadilan Agama di DI'Y mengenai ketentuan isbat nikah.
2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana data diperoleh.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer

34 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, cet. ke-2 (Yogyakarta, Gajah
Mada University, 1996), him. 24

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2006), him. 96.
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dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari,*
yaitu Hakim Pengadilan Agama se-DIY, sedangkan sumber data sekunder
adalah data yang diperoleh dari orang lain, tidak langsung diperoleh oleh
penyusun dari subjek penelitian,3’ hasil penelitian atau olahan orang lain yang
sudah menjadi bentuk dokumen atau arsip PA se-DIY, buku, karya ilmiah, dan
data lain yang menunjang penulisan tesis ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
sebagai berikut:
a. Wawancara
Termasuk bagian terpenting dalam sosiologi, karena wawancara
merupakan studi tentang interaksi antar manusia, sehingga wawancara
merupakan alat yang mampu untuk mendapatkan suatu informasi yang
lengkap.® Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian
kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya

% Saifuddin Azwar, Metode Penerapan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
him. 91.

Ibid., him. 91

38 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju,
2011), him. 80
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jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan atau
orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman
wawancara, dan pewancara dan informan terlibat dalam kehidupan
sosial yang relatif lama.® Dalam hal ini yang diwawancarai atau sebagai
responden adalah 1 Hakim Pengadilan Agama Sleman, 3 Hakim
Pengadilan Bantul, 3 Hakim Pengadilan Yogyakarta, 3 Hakim
Pengadilan Wonosari dan 3 Hakim Pengadilan Wates.
b. Dokumentasi

Catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis
yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian
suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data
bukti, informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan
dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan
dan terhadap sesuatu yang diselidiki.*® Dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Republik
Indonesia, surat-surat berkaitan dengan para pelaku yang mengajukan
isbat nikah, penetapan Hakim Pengadilan Agama Se-DIY serta situs-

situs internet yang berkaitan dengan isbat nikah.

39 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya llmiah, cet.
Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 138-139.

40 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, cet. ke-2 (Bandung:
Mandar Maju, 2011), him. 86-87.
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c. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek
yang diteliti. Apabila populasi sangat banyak jumlahnya namun masih
dapat diukur atau dihitung maka jenis ini dinamakan populasi terhingga,
sebaliknya jika populasi ini sulit diukur atau dihitung maka populasi ini
disebut populasi tak terhigga. Selanjutnya dalam menguraikan sifat
populasi perlu adanya data dan semua bergantung pada keadaan.*!
Apabila keadaan mengizinkan maka dilakukan secara sensus, dan bila
sensus tidak dapat dilakukan maka dalam penelitian ini menggunakan
sebagian yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Bagian yang

diteliti ini dinamakan sampel.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Sosiologi hukum.*> Dalam pendekatan ini, penulis ingin mengetahui
pemahaman dan sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY mengenai ketentuan
isbat nikah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan langsung di

lapangan agar dapat mengumpulkan data secara obyektif.

41 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian,him. 121-122

42 pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang bertujuan mengetahui timbal balik
antara sistem sosial (masyarakat) dengan sistem hukum (perundang-undangan) sebagai suatu sub
sistem dan segala faktor sosial yang melatarbelakangi. Lihat Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet.
Ke-VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 5
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5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap
data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya
adalah analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan
kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan
untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Metode
analisis yang yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dimulai dengan
mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang
khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan
penyimpulan yang bersifat umum.*® Metode ini digunakan dalam rangka
memperoleh gambaran utuh sikap dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama

se-DIY mengenai ketentuan isbat nikah.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan tesis ini agar lebih terarah maka penyusunannya dibagi
menjadi 5 bab, setiap babnya terdapat sub-bab. Dalam setiap bab membahas
permaslahan-permasalahan tertentu, namun masih saling berkaitan dengan bab-bab
yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:
Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub
pembahasan yaitu: Pertama, latar belakang masalah yang memuat penjelasan

mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini.

43 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, cet.
ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada Unervisity Press, 2012), him. 38.
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Kedua, pokok masalah yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah.
Ketiga, tujuan dan kegunaan yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini.
Keempat, telaah pustaka adalah untuk memberikan penelusuran tentang penelitian-
penetian yang ada dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan diteliti ini
merupakan sebuah penelitian baru yang belum diteliti oleh orang lain. Kelima,
kerangka teoritik mengangkat pola berfikir atau kerangka berfikir dalam
memecahkan masalah atau pandangan-pandangan teori yang berhubungan dengan
penelitian ini. Keenam, metode penelitian, penjelasan langkah-langkah yang akan
ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa permasalahan. Ketujuh,
sistematika pembahasan, untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang pernikahan, nikah sirri dan isbat nikah. Adapun
cakupannya berisi tentang penjelasan mengenai pengertian pernikahan, rukun dan
syarat perkawinan, pengertian dan dasar nikah sirri, pengertian dan dasar isbat
nikah.

Bab Ketiga, Sikap dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama Se-DI1Y dan
data isbat nikah. Adapun cakupan bab ini meliputi: A. Gambaran umum Pengadilan
Agama se-DIY, meliputi: 1. Gambaran singkat: a. Pengadilan Agama Yogyakarta,
b. Pengadilan Agama Bantul, c. Pengadilan Agama Sleman, d. Pengadilan Agama
Wates. B. Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama se-DIY: 1. Nikah sirri secara
umum, 2. Nikah sirri di bawah umur, 3. Nikah sirri poligami dan D. Pemahaman
Hakim PA se-DIY mengenai ketentuan isbat nikah.

Bab Keempat, sikap dan landasan Hakim dalam penyelesaian isbat nikah

meliputi A. Isbat nikah dalam kasus yang sesuai dengan ketentuan, B. Isbat nikah
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dalam kasus nikah sirri dibawah umur, C. Isbat nikah dalam kasus nikah sirri
poligami dan D. Alasan sosiologis sikap hukum Hakim dalam perkara isbat nikah.
Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-

saran.



BAB V

A. Kesimpulan
Berdasarakan analisis penulis mengenai isbat nikah dalam praktik di

Pengadilan Agama se-DI1Y, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) tipologi pandangan Hakim dalam memahami perkara isbat
nikah di Pengadilan Agama se-DIY. Pertama, Pemahaman konservatif demi
kemaslahatan, yaitu Hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara
Isbat nikah mmasih mengacu pada ketentuan syarat dan rukun nikah yang
terdapat dalam konsep fikih. Hal ini sesuai dengan beberapa perkara isbat nikah
dalam kasus nikah sirri di bawah umur yang dikabulkan Hakim. Mula-mula,
Hakim memeriksa syarat dan rukun pernikahan saja dengan mengaburkan
ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini
adalah usia perkawinan. Kemudian dalam kasus isbat nikah dalam kasus nikah
sirri poligami, dimana Hakim memandang bahwa meskipun aturan Isbat nikah
poligami tidak diatur secara jelas oleh UU, Namun Hakim menafsirkan Pasal 7
Avyat 3 (e) sebagai pasal pembuka pintu untuk kasus-kasus yang berkembang.
Kedua, Pemahahaman ketat terhadap berlakunya hukum negara. Kelompok
Hakim yang memiliki pandangan demikian, lebih khususnya pada perkara isbat
nikah dalam kasus nikah sirri poligami. Bagi mereka tidak dapat diisabatkan
pernikahan sirri poligami, sebab isbat nikah poligami sudah termasuk
penyelundupan hukum. Selain itu, karena seorang suami tidak pernah ada izin

poligami dari istri pertama, sehingga hal ini dapat merugikan hak-hak istri

139
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pertama jika dikabulkan. Berbeda jika pada saat suami melangsungkan
pernikahan dan istri pertama tidak keberatan maka dapat dikabulkan. Alasan
Hakim lain menolak perkara isbat nikah poligami adalah berkaitan dengan
keberlakuan Undang-undang Perkawinan, dimana apabila pernikahan poligami
dilakukan setalah berlakunya UUP maka dapat diisbatkan asalkan telah
memenuhi syarat dan rukun nikah, begitu sebaliknya apabila sebelum lahirnya
UUP maka dengan alasan apapun tidak dapat dikabulkan.

. Secara umum, praktik isbat nikah di Pengadilan Agama se-DIY telah dilakukan
sesuai ketentuan yang ada. Namun dalam kasus tertentu seperti perkara isbat
nikah dalam kasus nikah sirri dibawah umur dan nikah sirri poligami terlihat
para Hakim belum tegas dalam memberikan penilaian di persidangan saat
pembuktian. Hal ini diketahui dari beberapa perkara isbat nikah sirri di bawah
umur bahwa Hakim dalam pemeriksaannya masih terkungkung pada ketentuan
syarat dan rukun nikah dalam konsep fikih dengan mengaburkan usia
perkawinan. Padahal jika mengacu pada Pasal 7 ayat 3 (e), perkawinan dapat
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian untuk perkara isbat nikah
dalam kasus nikah sirri poligami. Hakim kurang begitu tegas untuk mengartikan
isbat nikah itu sendiri dalam pemeriksaan. Beberapa perkara nampak bahwa
istri pertama diminta keterangan keberatan atau tidaknya mengizinkan suami
untuk menikah lagi saat di persidangan, bukan keterangan saat suami dan istri
kedua melangsungkan pernikahan sirri. Padahal isbat nikah pada hakikatnya

kembali pada pengesahan nikah yang telah lalu (baca:sirri)
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3. Hakim dalam mengabulkan perkara isbat tentu dipengaruhi oleh faktor
sosiologis, baik dari Hakim itu sendiri maupun oleh masyarakat. Dengan
demikian sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa terdapat 2 tipologi
pemahaman Hakim yaitu pemahaman konservatif demi kemaslahatan dan
pemahaman ketat terhadap hukum negara. Untuk pemahaman konservatif demi
kemaslahatan, Hakim telah menyimpangi terhadap pendekatan kepastian
hukum atau pendekatan formal demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan.
Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan Hakim, dimana secara formal ketika telah
berpendidikan tinggi maka penalaran hukum dan analisis terhadap putusan
semakin baik, sehingga penyimpangan yang dimaksud bukan karena
menyimpang aturan dalam artian ngawur, tetapi memilih alternatif lain demi
kemaslahatan. Adapun untuk pemahaman ketat terhadap ketentuan, bukan
berarrti kelompok ini berpendidikan rendah, namun mereka rata-rata telah
mencapai pendidikan tinggi. Akan tetapi dalam hal pengalaman dalam
menangani kasus perkara isbat nikah terutama nikah siri poligami masih
kurang. Sehingga mereka berpandangan bahwa perkara isbat nikah poligami
tidak dapat dikabulkan. Selain faktor yang terdapat dalam diri Hakim, ada
faktor sosiologis masyarakat yang mempengaruhi Hakim dalam menerapkan
ketentuan isbat nikah di dalam menerapkan ketentuan isbat nikah. Diantaranya
adalah sebagai berikut: faktor ekonomi masyarakat, faktor nikah sirri yang
membudaya dan faktor desakan masyarakat atas kebutuhan pemohon

mengajukan isbat nikah.
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B. Saran-saran

1. Sebagai penegak hukum, Hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik
dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah, sebab dari pemahaman
tersebut akan melahirkan sikap Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah.
Oleh karenanya, hendaknya Hakim terus memperdalam pemahamannya dengan
mempelajari kasus-kasus yang dinamis terutama kasus isbat nikah.

2. Hakim dalam kaitannya dengan perkara isbat nikah maka sudah seharusnya
dalam memeriksa perkara isbat nikah mengembalikan pada esensi isbat nikah
itu sendiri, sebab isbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang telah
dilaksanakan bukan pernikahan baru.

3. Hakim Peradilan memiliki tugas untuk menegakkan hukum, sehingga Hakim
tetap mengikatkan dirinya kepada ketentuan yang telah dibuat, meskipun pada
saat-saat tertentu Hakim boleh untuk menafsirkan ketentuan tersebut sesuai
dengan kemampuan masing-masing Hakim dalam melakukan penggalian

hukum.
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PEDOMAN WAWANCARA

. Apakah semua nikah sirri dalam praktiknya dapat diisbatkan?

. Apakah ada perbedaan antara ijin poligami dan isbat nikah poligami dalam
praktiknya di Pengadilan Agama?

. Apakah ada standar atau ketentuan dalam memberikan kebijakan dalam
pengajuan isbat nikah?

Menurut Hakim, untuk memperoleh kepastian hukum, dalam hal ini
pengesahan pernikahan menurut negara, apakah Hakim melihat karakter
nikah sirrinya atau lebih kepada perlindungan dan kemaslahatan?

. Sepengetahuan bapak, apa rata-rata alasan pernikahan sirri yang di bawah
umur yang diisbatkan?

. Apa landasan Hakim dalam menetapkan isbat nikah ketika menemukan
pernikahan sirri yang di bawah umur atau poligami?

. Apakah isbat nikah dapat menjadi perkara contentious?

. Apa saran Hakim mengenai eksistensi aturan isbat nikah agar sesuai

dengan tujuan?
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Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:
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penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga
Instansi  : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tanggal, 24 Me; 2017

Pewancar Pihak yang diwawancarai,

(Sugeng Yuliono)




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : gUWh’ﬁ . FA'IQ-A[A :
Alamat: N I’El kﬁiﬂ é[k
Jabatan: “’{A[(IM

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna

penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga
Instansi  : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tanggal,

Pewancara, Pihak yang diwawancarai,

{Sugeng Yuliono) P P




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : - M. Dt e M H

Alamat: —

Jabatan: YA glort PAr \{df\vﬁh .

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM £ 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga
Instansi  : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

(Sugéng Yuliono)




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : 8\](? \O
amar:. | Seduran, Caturdu r\gc;‘rml, bemk Slethan

Jabatan: ’H A k{ L

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM 1 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga
Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,

(Sugeng Yuliono)




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : (WA ]"/M‘ V& -~

Alamat: W'rm\ (/U \//30{, Ry 0%y /ag ?W

Umbnd MJO Wﬂ/f&’w

Jabatan:  Males v

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi  : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tanggal,

Pewancara Pihak vang diwawancarai
pJ b

(Sugeng Yuliono)




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : -ABBUFFQFV Man g A‘@

Alamat: f?ﬁmp[e[f, Griva Darou  Yerva D ardo BT 5,208
h@an& {P{’O kec. Borbap |, §levan .

Jabatan: 'HC{EL M-

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta™ oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi  : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,

(Sugeng Yuliono)




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : @m ?fr@afﬁ G ‘htafw

Alamat: PEFUM, PO"fOTOf’),O Agrf k(OE D _% Eanom’qulmn_/
Ganfal -
Jabatan: rHar(m/L :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
penyusunan tesis dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan

Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum I[slam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi  : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Tanggal,

Pewancara, Pihak yang diwawancarai,

/ Cﬁ&:’:

(Sugeng Yuliono) (&L )




PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 084227625000 HOT LINE EMAIL : upik@ijogjakota.go.id

WEBSITE : www.prperizinan_jogjakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 070/1130
2772/34
Membaca Surat . Dari Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B/996/Un/02/MRI/PN/00/4/2017 Tanggal : 17 April 2017
Mengingat - 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor @ 18 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelittan,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan 3iudi Lapangan di Daerah I[stimewa
Yogyakarta.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta,

3, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta,

4. Peraturan Walikota Yogyakatta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi,Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kola Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 lentang FPenyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada © Nama : SUGENG YULIONO
No. Mhs/ NiM : 1520310111
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat . JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Euis Nurlaglawati, M.A
Keperluan © Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ISBAT NIKAH DALAM
PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
LokasifResponden . Kota Yogyakarta
Waktu - 17 April 2017 sfd 17 Juli 2017
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan © 1. Wajib Memberikan Laporan hasi! Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakaria)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk fujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabitan pemerintahan dan hanya diperfukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatatkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kerudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan

seperlunya
Tanda Tangan Dikeluarkan di  : Yogyakarta
Pemegang Izin Pada Tanggal : 18 .Jjpril 2077
/ f@ﬁéfé?!)ir_;as Penanaman Modal dan Perizinan
s et etaris

(I_/'.-."\‘ e
SUGENG YULICONO

Tembusan Kepada :

Yth 1.Walikota Yogyakarta {sebagai laporan)
2 Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakaria
3.Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
4.Ybs.




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: JL. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: JI. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.{0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Emall: dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070.2 /00485/V/2017

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 074/4184/KESBANGPOL/ 2017, TANGGAL 21
APRIL 2017, PERIHAL ; IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
! Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi
Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta,
3, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Pearngkat Daerah; '
4, Peraturan Bupati Kulon Proge Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Moda! dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : SUGENG YULIONO
NIM / NIP 1 1520310111
PT/Instansi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Keperluan . : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema . ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lokasi . PENGADILAN AGAMA WATES
Waktu : 21 April 2017 s/d 21 September 2017

i. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo ¢.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukad
untuk kepentingan ilmiah. :
Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
Ditetapkan di: Wates
Pada Tanggal : 12 May 2017

el i

- Ey
- Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)

. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo

. Kepala Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo
Yang bersangkutan

Arsip

P W —




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274} 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-malil : bappeda@slemankab.go.id

SURAT 1ZIN
Nomor : 070/ Bappeda/ 1784 / 2017

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang [zin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
" Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbangpol/1706/2017 Tanggal : 25 April 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian
MENGIZINKAN :
Kepada :
Nama : SUGENG YULIONO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 1520310111
Program/Tingkat 0 S2
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi  : Il Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Bujung Buring Tanjung Raya Mesuji Lampung
No. Telp / HP . 082324981617
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas /P dengan judul
ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lokasi . Pengadilan Agama Kab. Sleman
Waktu . Selama 3 Bulan mulaitanggal 25 April 2017  s/d 25 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut : :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desq) atau Kepala Instansi
untuk mendapat petunjuk seperiunya. .

2 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati keteniuan-ketentuan setempuat yang berlaku,

3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

4. Wajib menyampaikan laporan hasif penelitian berupa 1 (saiu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan
melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Izin ini dapat dibatalkan sewakiu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non

pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami | (satu) bufan

setelah berakhirnya penelitian.
Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 25 April 2017
Tembusan : a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Sleman

3. Direktur PPS UIN SUKA YK
4. Yang Bersangkutan

NIP 19660828 199303 2012




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)
Jin.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.ld Webmaii: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/AZIN
Nomor: 070/ Req/ 1622 /82/ 2017
Menunjuk Surat . Dani : Badan Kesatuan Bangsa Nomor : 074/4184/Kesbangpolf2017
dan Politik Pemerintah
Daerah DIY
Tanggal : 21 April 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian
Mengingat *a, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi

Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Bantu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kahupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Guhernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakaria;

€. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuliah Kerja
Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan {PL) Perguruan Tinggi di Kabupzten

Bantul.
Diizinkan kepada

Nama .7 SUGENG YULIONO
P.T/Alamat ©  Fakuitas Syariah dan Hukum Universitas Istam Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto
NIP/NIM/No. KTP © 1520310111
Nemor Telp./HP T 082324981617
Tema/Judul :  ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE- :
Kegiatan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lokasi ©  Pengadilan Agama Bantul
Waklu : 26 April 2017 s/d 26 Jull 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi {menyampaikan maksud dan tujuan}
dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk
seperiunya;

2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang bertaku; i
. lzin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;

4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada
Pemerintah Kabupaten Bantul ¢.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan; |

5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang beraku di lokasi kegiatan; dan

7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan
kestabilan pemerintah.

W

Dikeluarkandi : Bantul
Pada tanggai : 26 April 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendafian
Penelitiap- Rengembangan u.b.

ririi

R AWAXY

-.-‘gm -
W Lf
B 1871060879950
SAnt A
1. Bupati Bantul! (sebagai laporan) '

32004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

2.'Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Palitik Kab. Bantul

3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul

4. Dekan Fakuitas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
lalan Kesstrian No. 38 Tip (0274) 351942 wonosan $5812

SURAT KETERANGAN / JIN
Nomor ; 0479/PEN/V/2017

Membaca © Surat dari Badan Kesatuan B8angsa dan Politik DIY, Nomor
Ay
074/4184/Kesbangpol/DIY tanggal 21 Aprit 2017, hatl: Izin Penelitian
Mengingat © 1 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tenatang

Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1383 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

3. Sural Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian lzin Penelitian di Provinsi Daerzh
Istimewa Yogyakarta;

Ditjinkan kepada

Nama . Sugeng Yuliono NIM : 1520310111

Fakultas/Instansi . Syari'ah dan Bukum/UIN SUNAN KALIJAGA

Atamat Instansi o3l Marsda Adisucipto Yogyakarta

Alamat Rumah © Bujung Buring 001/006 Bujung Buring, Tanjung Raya, Mesuji

Keperluan © fzin penelitian  dengan judul:"ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK Di
PENGADiILAN AGAMA SE DAERAHTISTIMEWA YOGYAKARTA"

Lokasi Penelitian . Pengadilan Agama Wonosari Kab. Gunungkidul

Dosen Pembimbing : Dr. Euis Nurlaelawati, MA

Waktunya © Muiai tanggal : 03 Mei 2017 s/d 03 Agustus 2017

Dengan ketentuan

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabatl setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala

Instansi) untuk mendapat petunjuk seperiunya,

2

wa

4.
5.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

Wajik memberi laporan hasil penelittannya kepada Bupati Gunungkidul {cq. BAPPEDA  Kab. Gunungkidul)
dalam bentuk softcopy formas pdf vang tersimpan dalam keping compact Disk { CD) dan dalam bentuk data yan
dikirim via e-mail ke alamat : hthongbappedo gk@agmari.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah dengan alamat e-mail ; kpodgunungkidul@ymaii.com.

Jjin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya
diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan,

Surat ijin inj dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabal Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Dikeluarkan di 3 Wonosari
Pada tanggal : 03 Mei 2017
An. Bupati

LR 19
%NEP; 19620831 198603 1 003

1
2

. Bupati Kab. Gunungkidul {Sebagai Laporan] ,
. XKepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;

(3 Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;

4
5

. Ketua Pengadilan Agama Wonosar Kab. Gunungkidul ;
CArsip. ;




Nomor
Perihat

Tembusan disampaikan Kepaga Yih .

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOUGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I Jenderal Sudirman No 5 Yogvakarta - 33233
Telepon - (0274) 351136, 3512738, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 April 2017

Kepada Yth

074/4184/Kesbangpol/2017 1 Walikola Yogyakaria
Rekomendasi Penelitian Up Kepaia Dinas Penanaman Mcdal dan
Pernizinan Kota Yogyakarta
2 Bupal Banlul
Up Kepala BAPPEDA Bantul
3 Bupati Kulon Proge
Up Kepata Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kufon Progo
4 Bupat Gunung Kidul
Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Gunung Kidul
5 Bupal Sleman
Up Kepata Badan Kesbangpol Sieman

Di
YOGYAKARTA
Memperhatikan surat :
Dar : Dekan Fakultas Syan ah dan Hukumn.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1040/Un 02/MHI/PN.00/4/2017
Tangga! 1 20 April 2017
Perihai :  Permohonan lzin Peneltian

Setelah mempelajari surat permchonan dan proposal yang digjukan maka dapat dibenkan
suratl rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan nset/peneliian dalam rangka
penyusunan tesis dengan judu! proposal “SBAT NIKAH DALAM PRAKTIK Di
PENGAILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" kepada

Nama : SUGENG YULIONG

NIM : 1520310111

No. HP/ldentitas : 082324981617/ 18110709807920001

ProditJurusan 1 Magister Hukem Islam/ Hukum Keluarga

Fakuitas/PT : Syarah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta

Lokasi Penehtian : PA Yogyakarta PA Bantul. PA Sleman. PA Wates dan
PA Wonosarn, DIY

Waktu Penetlitian . 21 Aprl 2017 sd 21 Seplember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat

memberikan bantuan / fasiitas yang dibutubkan

Kepada yang bersangkutan diwajibkan -

1. Menghormati daax mentaali peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan nsetpeneitian yang lidak sesuai atau tdak ada
kaitannya dengan judu nseVpenelitian dimaksud.

3 Menyerahkan hasil nset/penelitan kepada Badan Kespangpol DIY

4 Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua} kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) han kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendast il

Rekomendasi lzin Riset:Penelitian ini dinyatakan tidak beriaku apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

DPemikian untuk menjadikan maklum

%

1 Gubernur DIY {sebagai laporan)
2 Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum, Universitas Islam Negen Sunan Kalgaga Yogyakara

3 Yang bersangkutan
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PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Smn

_ &
alll iz
DEMI KEADlLAlP&#D?ASA NANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat
pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
tentang Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN,
pekerjaan Ustad/ Mubaligh, tempat kediaman di
Sleman. Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON I;
Pemohon 2, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MAN,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Sleman, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
l;
LAWAN
Termohon 1, umur 33 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir MAN,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman
di Sleman, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON [;
Termohon 2, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MAN, tempat
kediaman di Kabupaten Sleman, selanjutnya
disebut TERMOHON II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan

pengesahan pernikahan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Sleman dalam register dibawah Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Smn  tanggal 22
Januari 2014 dengan tambahan olehnya sendiri di muka persidangan yang pada
pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 September 1979 Pemohon melangsungkan pernikahan
dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menurut agama Islam di Kantor Urusan
agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sesuai Kutipan akta Nikah No.
185/25/IX/1979 Tanggal 19 September 1979. Kemudian pada tanggal 25
Nopember 2011 istri Pemohon | meninggal sesuai dengan Akta Kematian
Nomor: 0253/K/2012 tertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. ;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama :

a. ANAK 1
b. anak 2

3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2005 Pemohon | kembali menikah dengan
Pemohon Il menurut agama Islam di Masjid Sholihin Tambakan, Sinduharjo,
Ngaglik, Sleman;

4. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah H . NURUDIN
Saksi nikahnya masing-masing bernama :

A, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Kabupaten Sleman ;

b.  XxXXXXXXXXXXXXxxxX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Kabupaten Sleman

Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Perjanjian

perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebut

yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ngaglik;

Sesudah akad nikah Pemohon tidak membaca dan menandatangani ta'lik

talak.

5. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta
memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud mangajukan isbat nikah di
Pengadilan Agama Sleman

7. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di Kabupaten Sleman dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri namun sudah dikaruniai keturunan yaitu:

A XXXXXXXXXXXXXX (lahir 16 Nopember 2005 / usia 8 Tahun;
b. xxxxxxxxxxxxxxx (lahir 7 Nopember 2008 / usia 5 Tahun;
C. XXXXXXXXXXXXXXXXX  (lahir 22 April 2011 /usia 3 Tahun;
d. XXXXXXXXXXXXXXXXX  (lahir 24 Januari 2013 /usia 1 Tahun ;

8. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap
beragama Islam;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon | (.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )
dengan Pemohon Il (XXXXXXXXXXXXXXXXxX ) yang dilaksanakan pada tanggal
03 Februari 2005;

3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Ngaglik untuk mencatat pernikahan para
Pemohon sebagaimana bunyi diktum 2 di atas;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon |
dan pemohon Il serta Termohon | dan Termohon Il hadir di persidangan kemudian
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang , bahwa terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon II

Termohon | dan Termohon |l mengajukan tanggapan yang pada pokoknya
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membenarkan dan menyetujui permohonan isbat nikah pemohon | dan Pemohon
Il;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor:
3404120104560001 tanggal, 05 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis
memberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il Nomor
3404125005740001 tanggal... (tidak jelas) bulan Januari 2014 yang telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian
Ketua Majelis membari tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama xxXXxxXXXxxxxxxxxxx Nomor
0253/K/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian
Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Nomor: Kk.12.04.4/
PW.01/034/2014 tanggal, 21 Januari 2014, kemudian Ketua Majelis
memberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten
Sleman. Dibawah sumpah saksi memberikan
keterangan sebagai berikut :
e Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan Para Termohon;
e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal 03 Februari 2005;

e Bahwa saksi menghadiri pernikahan/akad nikahnya Pemohon | dengan

Pemohon Il dan saksi sebagai saksi;

e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I

(H.NURUDIN) dengan maharnya seperangkat alat sholat;
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e Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah tersebut, tidak dihadiri Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

e Bahwa setelah menikah Pemohon | bersama Pemohon Il tinggal di rumah
Pemohon | di Tambakan, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, sampai
sekarang;

e Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il kini sudah dikaruniai empat
orang anak;

e Bahwa Termohon | dan Termohon Il adalah anak kandung Pemohon | dengan
isteri pertama;

e Bahwa isteri pertama Pemohon | bernama AMINATUL CHIRIYAH binti
K.H.MUSYAFA dan Isteri pertama Pemohon | telah meningal dunia pada tahun
2011;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama
islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Sleman. Dibawah sumpah saksi
memberikan keterangan sebagai berikut :

e Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 03 Februari 2005;

e Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan saya
sebagai saksi ketika dilakukan akad nikah;

e Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il ( H. NURUDIN)
dengan maharnya seperangkat alat sholat;

e Bahwa ketika akad nikah tersebut tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah dari
Kantor Urusan Agama;

e Bahwa setelah menikah Pemohon | bersama Pemohon |l bertempat tin ggal di
Tambakan, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sampai
sekarang;

e Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sudah dikaruniai empat orang anak;

e Bahwa Termohon | dan Termohon Il adalah anak kandung Pemohon | dengan
isteri pertama;

e Bahwa lIsteri pertama Pemohon | adalah xxxxxxxxxxxxxx dan Isteri pertama

Pemohon | telah meninggal dunia pada tahun 2011.
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Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan
sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari penetapan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon
hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan
permohonan isbat nikah adalah oleh arena pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Februari 2005 di tambakan, dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon Il (H. Nurudin) belum dicatatkan pada kantor
uruisan agama setempat, maka majlis berpendapat perkara ini adalah wewenang
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penetapan pernikahan antara Pemohon | dan
Pemohon |l tersebut sangat dibutuhkan sebagai alas hukum kehidupan
perkawinan pemohon | dan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ,
pemohon | dan Pemohon Il adalah pihak yang berhak untuk mengajukan isbat

nikah, maka pemohon | dan Il adalah punya legal stending untuk mengajukan

perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, dan
P.4, bukti tertulis mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai
dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti-bukti tersebut sah dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, maka telah terbukti
Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah hukum

Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon
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telah sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
diatas, para termohon mengajukan tanggapan mengakui dan menyetujui
permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya, para pemohon
telah mengajukan saksi-saksi; masing-masing Suharjo dan H.Samidiharjo di
bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

e Bahwa saksi hadir sebagai saksi permikahan pemohon | dan pemohon Il

e Bahwa Pemohon | sebagai suami dan Pemohon Il sebagai istri mereka adalah
orang lain, tidak ada hubungan keluarga diantara mereka;

e Bahwa akad nikah dilangsungkan di masjid Sholikhin, Tambakan Sinduharjo,
tanggail 3 Februari 2005 dengan Wali nikah H. Nurudin, ayah kandung
Pemohon Il dengan mahar seperangkat alat sholat;

e Bahwa Pemohon | tidak punya istri kecuali Pemohon Il, dan Pemohon Il tidak
punya suami kecuali Pemohon |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah
tresebut, maka majlis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon
telah melangsungan ijab kobul perkawinan dengan sarat rukun seperti yang tlah
ditentukan dalam pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1)
Undang-undang No | tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il diatara mereka tidak terdapat hubungan darah atau hal yang
menyebabkan dilarang melakukan perkawinan, seperti yang dimaksud dalam pasal
39 Kompilasi Hukum Islam, maka majlis berpendapat bahwa Pemohon | dan
pemohon Il tidak dalam status yang dilarang melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pemohon | dan
Pemohon Il adalah tidak dalam keadaan terikat perkawinan dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3)

huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan istbat nikah Pemohon patut
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dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il syah
menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon
sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohon Pemohon;

2. Menyatakan perkawinan Pemohon | (Pemohon 1) dengan Pemohon I
(Pemohon 2) sah menuruh hukum Islam ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk mencatat perkawinan

Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh
satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabbiul
Akhir 1435 H, oleh Kami Drs. H. JALAL SUYUTI, sebagai Ketua Majelis, serta
Drs.H. JUHRI dan Drs. MARWOTO, SH, MSI masing-masing sebagai hakim
anggota, dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
PAILAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon |, Pemohon I

dan Termohon | dengan Termohon II;

KETUA MAJELIS
Ttd.
Drs. H. JALAL SAYUTI

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
Ttd. Ttd.
Drs.H. JUHRI Drs. MARWOTO, SH, MSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI
Ttd.
PAILAN

Perincian biaya perkara :

a. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
b. Biaya APP Rp.  50.000,-
c. Biaya Panggilan Rp. 290.000,-
d. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
e. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 381.000,-

Untuk Salinan Yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. AHMAD NAJMUDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

Nama : Sugeng Yuliono

Tempat/Tanggal Lahir  : Mesuji, 09 Juli 1992

Alamat rumah : Bujung Buring, Tanjung Raya, Mesuji Lampung
Nama Ayah : Ahmad Misroni

Nama Ibu : Siti Karyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
a. SDN 04 Pringsewu, 2005
b. Mts.N Pringsewu, 2008
c. MAMNU Kota Blitar, 2011
d. S1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2015

2. Pendidikan Non Formal
a. Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Pringsewu
b. Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar
c. Pondok Pesantren Al-Muhsin Krapyak Wetan, Bantul DIY

C. Riwayat Pekerjaan

D. Prestasi/Penghargaan
E. Pengalaman Organisasi
1. UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. ISMA (lkatan Santri Mahasiswa Aji Mahasiswa Al-Muhsin) Krapyak
Wetan, Bantul DIY

F. Minat Keilmuan : Sosial dan Budaya

G. Karya llmiah
1. Penelitian
a. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Suami Istri di Desa Krambil Sawit, Kec. Saptosari Kabupaten Gunung
Kidul.
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